
TEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 31 TAHUN 1983 SERI D NOMOR 31

PERATURAN DAERAH
PBOPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 01 TAHUN 1983

PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : Bahwa Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ting-
kat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Pe-
ratur.an Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Und-ang_{og.ror 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penguru-
san, PertanggungJawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara P9;
nyusun.rn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana-
an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Aaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/786/PUOD tentang Pe-
doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1982/1983 ;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 ten-
tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun 1982/1983 ;

6.
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Mendengar

Menetapkan

7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908.61-381 ten-
tang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1988 ;

8. Keputusan DPRD hopinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1g/
KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1982 tentang penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali tahun anggar,an 1982/1983.

Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan IV Tahun
Dinas 1982/1983 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali
pada tanggal 29 Januari 1983. '

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi
Daerah Tingkat I Bali :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN I ANGGAR-
AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGA-
RAN 1982/1983.

Pasal 1.

(1) Anggqan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 19g2/19g8
diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.410.?69.637,2g se-
hingga menjadi Rp. 49.36b.198.68?,28 dan diperinci iebagai
berikut :

a. Pendapatan Rutin
sebelum Perubahan . . Rp. 81.201.8b4.000,-
Bertambah ..Rp.8.438.120.647,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 8g.640.024.647

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Pembahan - &p. 9.7 8251b.000,-
Berkurang . . .B,p. 27 .40L.00g,72

Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan . Rp. g.72\.17g.g00,2g

(2) Pgrincian penambahan Pendapltan dimaksud pada ayat
(1) sub a dan b tenebut di ata{masing-masing dimuat da-
lam lampiran I dan 2 Peraturan \aerah ini.

\
Pasal 2. i

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1g82l19gg di-
perkirakan akan bertambah dengdn Rp. 8.410.?69.697,29
sehingga menjadi. Rp. 49.365.198.647,28 dan diperinci se-
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bagai berikut :

a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 29.454.429.000,-
bertambah...... Rp. 5.840.292.220,26 i

Belanja Rutin setelah-
Perubahan Rp.35.294.72L.220,26

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. 11.500.000.000,-
Bertambah Rp. 2.570.477.417,02
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan ... W.14!l0.U?.417,02

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1)
sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam
lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga-
ran 1982/1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 49.365.198.637,
28

Pasal 4. ! '

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran.
1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001.
091.851,76 sehingga menjadi Rp. 6.874.385:231,76 dan
diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin
Sebelum Perubahan Rp. 4.8?3.293.380,-
Bertambah . Rp. 1.920.782.851,76

Pendapatan Rutin setelah
Penrbahan ... Rp.6.794.076.231,76

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Perubahan Rp.
Bertambah . Rp. 80.309.000, .

. Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan ...... Rp. 80.309.000,-

{2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat
(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat da-
lam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001..
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091.851,76 sehingga menjadi Rp. 6.874.38b.231,76 dan. diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin '
sebelum Perubahan Rp. 4.873.293.380,-
Bertambah . Rp. 1.920.782.851,76
Belanja Rutin setelah
Perubahan .... Rp.6.794.076.231,76

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp.
Bertambah Rp. 89.309.000,-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan ......Rp. 80.309.000,-

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1). sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam
lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan sete-
lah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : De np asar.
Pada tanggal : 29 Januari 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I TINGKAT I BALI,

BALI 
EKETUA;

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Nomor 903.61 . 142
tanggal23-2-1983
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 31
pada tanggal 9 Mei Tahun 1983
Seri D Nomor 31.

ttd.

MANTRA.
NIP. 1300953S-3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP.010023939.
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LAMPIRAN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

USUL. SARAN

NOMOR 0UUS/DPRD/1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

1. Dalam penyusunan RAPBD Induk tahun anggaran 1983/1984 perlu diperhatikan
pembatasan, pengendalian atas biaya pemeliharaan kendaraan bermotor. Dalam
tahun anggaran itu dan seterusnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Pusat

r supaya tidak lagi menyediakan kendaraan Dinas perorangan.

Sedangkan kendaraan dinas perorangan supaya ditarik dan dijual sesuai dengan
persyaratan-persyaratan/ketentuan yang berlaku mengenai penjualan kendaraan
dinas milik negara.

2. Dalam rangka efisiensi penggunaan dana pembangunan maka untuk tahun anggaran
1983/1984 supaya benar-benar dibatasi pembiayaan untuk rapat-rapat kerja,
seminar, Ioka karya, peresmian pengguntingan pita atas proyek-proyek/gedung-
gedung dan sebagainya, artinya segenap dana dan daya harus dapat digunakan
dengan baik, efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan pembangunan dan menge-
rahkan dana-dana tersebut untuk pembangunan proyek-proyek yang sebanyak
mungkin dapat menyerap tenaga-tenaga yangsebagian tenebar berada di pedesdan.

3. Sesuai dengan kehendak politik dari pemerintah pusat akan meningkatkan wlsata-
wan dari luar negeri ke Indonesia, dan akan dikeluarkannya kebijaksanaan-kebijak-
sanaan dan langkah-langkah gUna mempermudah dan memperlancar pemberian
visa dan berbagai kemudahan lainnya, supaya Bali benar-benar siap dan ikut berpar-
tisipasi dalam bidang kepariwisataan tersebut, seperti pembangunan Tourist Resort,
Tourist Centre, Tourist Stop, Information Centre, penyelamatan pantai dan sebagai,
nya.

4. Masalah WTS.

Mengenai masalah ini sesuai dengan polecy yang tetap dipegang teguh untuk tidak
membenarkan adanya lokalisasi WTS di Bali, maka kita hams segera dan cepat me-
nyelesaikan secara bertahap dan berencana dengan penuh rasa tanggung jawab dan
berprikemanusiaan yaitu :

a. Tahap pertama adanya pengosongan, membenihkan daerah PLTD pesanggaran
dari lokalisasi WTS dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu.

b. Tahap kedua adalah penanganan masalah WTS itu sendiri, apakah diadakan reso-
sialisasi atau pemulangan mereka ke tempat asalnya (setelah diberikan pembina-
an terlebih dahulu) atau tindakan-tindakan lainnya.

5. Pembinaan Kepariwisataan.
Agar ditingkatkan pembinaan/pengembangan Kepariwisataan yang bertujuan yaitu :

a. Agar pengembangan Kepariwisataan tenebut dapat secara langsung meningkat-
kan aspek kehidupan perekonomian masyarakat Bali.

b. Agar pembinaan/pengembangan kepariwisataan tersebut dapat memperkaya
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hasil-hasil seni budaya tanpa memSak keaslian dan kepribadian seni budaya Bali
yang tumbuh secara tradisional selama ini.

c. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan kiranya perlu adanya pendekatan
dan pembicaraan dengan pemerintah pusat, kemungkinan dapat diselenggarakan-
nya pelaksanaan One Gate polecy bagi Daerah Bali.

6. Team Penggali Dana.

Team penggali dana Daerah Bali perlu segera diaktifkan, dan disempumakan. Di
samping itu juga secepatnya membuat rencana kerja/program yang tepat guna dan
berhasil guna dan hendaknya jangan sampai terlalu memberatkan beban rakyat.

7. Pengawasan.
a. Mengingat volume APBD dari tahun ke tahun terus meningkat, dan ditambah

dengan dana pembangunan proyek-proyek sektoral dan inpres yang jumtahnya
terus meningkat, maka pengawasan terhadap pengelolaan dana-dana yang terus
bertambah itu perlu dan terus ditingkatkan guna mencegah kebocoran-kebocor-
an penggunaan keuangan Negara.

b. Agar Eksekutif memperketat pula pengawasan terhadap penyimpangan-penyim-
pangan yang terjadi di area "Land Consolidation", antara lain di daerah Niti
Mandala dengan disertai tindakan tegas sedini mungkin terhadap setiap pelang-
gar.

8. Kami masih ingin sekali lagi mengingatkan pihak Eksekutif akan komitmen-komit-
men yang kita buat dalam bulan April 1982 yang lalu, yakni mengenai pembuatan
jalur atletik/sentle band di Stadion Ngurah Rai, dan juga mengenai pembelian ken-
daraan roda empat untuk Ka. Dinas Kesehatan dan Ka. Dinas Perikanan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali hendaknya dapat dituangkan dalam APBD Induk tahun
1983/1984.

9. Penyakit Rabies.

a. Kita sangat benyukur bahwa kita dapat mewarisi Bali sebagai keadaannya se-
karang, karena upaya pemikiran dan filsafat yang mendukungnya cukup tang-
guh, baik oleh para leluhur kita maupun Pemerintah yang mendahului kita.
Budaya yang kita warisi benifat "Pure Culture" belum terkontaminasi (terko-
tqri) oleh Budaya Asing yang negatif, fauna dan floranya demikian pula pen-
duduk belum terjangkit oleh penyakit-penyakit menular yang ditakuti oleh
dunia khususnya terhadap penyakit ZOONSIS yaitu penyakit hewan, temak
yang dapat menular kepada manusia seperti ANTHRAX dan RABIES yang
sangat berbahaya.

b. Men$ngat bahaya Rabies begitu besar bagi penduduk dan masyarakat dan
Iebih-lebih bagi industri Pariwisata yang sangat peka dengan penyakit-penyakit
menular yang berbahaya, maka tindakan kepala Daerah sudah pada tempatnya
dapat kita pahami dan kepada masyarakat yang memiliki anjing ras yang ter-
larang (tidak dilindungi hukum) supaya dengan sadar menyerahkan anjingnya
kepada Pemerintah atau dikembalikan ke tempat asalnya.
Bila masyarakat tidak tega anjingnya dimusnahkan dengan kasar (misalnya di-
tembak) kita menganjurkan supaya dipakai secara halus misalnya dengan me-
makai obat kimia Magnesium Sulpat dosis tinggi sehingga anjing-anjing tersebut
mati seperti tidur lama dan nyenyak.
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10.

11.

L2.

Dengan ini pula kita mengharapkan sebagian masyarakat yang punya hoby me-
melihara anjing-anjing yang terlarang supaya pindah ke hoby lainnya yang tidak
terlarang/dilarang hukum.

c. Dengan demikian kami tetap mendukung polecy Pemerintah Daerah Bali tenta4g
Iarangan pemasukan anjing, kucing dan kera dengan catatan agar pelaksanaan-
nya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Angkutan dalam kota.
Di dalam usaha menggantikan angkutan bemo dalam kota, supaya ditempuh kebi-
jaksanaan dengan memberikan waktu yang cukup ba$ pengusaha ekonomi lemah
untuk menggantikan kendaraannya, serta diprioritaskan kepada mereka yang telah
memiliki kendaraan roda tiga.

Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM sekarang
ini dii satu pihak dan tidak dinaikkannya gaji pegawai negeri di lain pihak, maka
untuk kesejahtraan pegawai khususnya bagi pegawai golongan I dan II perlu segera
diwujudkan pemberian kapling mengingat biaya hidup semakin sulit.

Penghematan :

a. Dalam suasana prihatin saat ini akibat resesi ekonomi dunia, kenaikan harga-
harga akibat kenaikan BBM, supaya dilakukan penghematan di segala bidang,
sehingga anggaran yang disediakan berhasil.guna dan berdaya guna.

b. Segenap aparat Pemerintah supaya melaksanakan anjuran Bapak Presiden.Soe-
harto untuk melaksanakan efisiensi Nasional secara menyeluruh. Mengingat
penerimaan Negara yang sangat terbatas dan sangat sulit mencapai kenaikan
dengan menunjukkan sikap hemat dan prihatin dari aparatnya, sehingga dapat
menjadi teladan bag masyarakat.

Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Keppres 14 A dengan mengutamakan pem-
belian barang-barang produksi dalam Negeri
Juga diutamakan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah bila hal ini dilaksanakan
secara konsekwen akan merupakan jawaban pokok yang menumbuhkan ekonomi
NasionaI.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 29 Januari L983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KETUA,

ttd.

13.
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI
R,EPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903.61- 142.

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAEBAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALi
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

Membaca

IWenimbang

Mengngat

MENTERI DALAM NEGERI,
:. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun1983 tanggat 29 Januari 1988 tentanf p"""tup* p.;-ffi;il;:

garan Pendapatan dan- Belanja^Daerai propinii D";r"h T;;k;iBali Tahun_Anggaran Lgg|lggg, yang disampaitan Ae"jan'duiai
Gubemur {epata Du94, Tingkat-r-Bati trlomoi rce.S +t I ilig fiaeitanggal 10 Pebruari 19g3.

: Bahwa Perubahan A1S_Sgan pendapatan dan Belanja Daerah ho_pinsi Daerah.Tingkat I Bati Tahun Anggaran igaijigSt-i;.ffior af,as, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan se_suai dengan ketentuan peraturan perundang_und*'g"r-y;t;;;-
laku.

: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun7945;
2. Pasal.64 ayat (_6) Undang-Undang Nomor b Tahun 1gT4 tentangPokok-Pokok pemerintahan di baerah (L.N. Tahun 1g?t N;:mor 38 ; T.L.N. Nomor B0BZ) ;
3. undang-undang Repubrik Indonesia Nomor 5 Tahun 1gg2 ten-

lqn^S_Al8Saran Pendlpatll dan Belanja Negara tafrun Anglaran1982/1989 (L.N. Tahun 1982 Nomor iBJ ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1925tentang pengurusan,- 

l$angg-u"siawaban dan i;;t;;;;
Keuangan Daerah 1L.N. tatrunl"gZ8"uomor S; ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun1975 tentang Cara ?enyusunan anggaran pendapaian d;-il:
F"ju Daerah, pelalaanaan Tata UJiha feuangan d";"h J;Penyusunan perhitungan- Anggaran p"nOuput?n A", grf".ja
Daerah (L.N. Tahun feis nomoi O; ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L1 Tahun 19?5 tentangContoh-Contoh Cara penyuilnan anggaran feoaapatan--Jd
Belanja Daerah, pelalaanaan Tata Usah"a Keuangiur fj""oi. J*Penyusunan perhitungan Anggaran penaapatai d* B";;;Daerah ;
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Menetapkan

Pertama

?. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomoi
90b - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik fndonesia Nomor

903 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomot
5?0 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan

Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/786/PUOD tang-gal 25

Pebruari 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daeiah Tahun Anggaran 1982/1983 ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61 - 381 tanggal

13 Mei 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran

1982/1983 ;

12. Peraturan Daerah Propinsi baerah Tingkat I Bali Nomor 02 Ta-

hun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan aan getanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun Anggaran 1982/l-983.

! _,.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGE'

SAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
SEI,AN.]A DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 198211983, dengan ketentuan sebag4i

berikut.

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi l-ug9ft Tingkat-I Bali No-

-or"01 Tahun 1983-tanggal 29 Januari 1983 tentang Penetapan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fropinsi Dae-

rah Tingkat I gali tahun Anggann 1982/1983, dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Dierah Tahun Anggar?n- 1982/1983 di'
p.r"fJtata" bertanbah dengan Rp. 8-410'769'637,28 sehingga

menjadi Rp. 49.365.198.63?,28 dan diperinci sebagai berikut

a. Pendapatan Rutin
sebelum Perubahan : Rp. 31.201.854.000,00
Bertambah : RP. 8.438.170.647,00

PendaPatan Rutin setelah
Perubahan RP. 39.640 .024.647,00

b. Pendapatan Pemba-
ngunan sebelum Pe'
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rubahan . ... ..... : Rp. 9.752.575.000,00
Berkurang.. ... .. : Rp. ?1.+01.009',72
Pen dapatan p..n b * gun *F---
telahperubahan... Rp.9.225.128.9g0,2g

c. Jumlah Anggaran pendapatan
setelah perubahan . . Rp. 49.86U98.6pGg

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 19g2/19g3 diperki_
rakan bertambah dengan Rp. g.a 10.i-6 9.627,2g sefringgi inen-jadi Rp. 49.365.198.637,28 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin se-
belumperubahan. : Ptp.29.454.4.29.000,00
Bertambah : Rp. 5.g40.292.220',26
Belanja Rutin setelah
perubahan Rp.5b.294.72"J..220,26

b. Belanja Pembangun-
an sebelum perubah-
an.... : Rp.11.500.000.000,00
Bertambah : Ptp. 2.870.477.4L7',O2
Belanja Pembangunan
setelah perubahan . . Rp. 14-070.477.4I7,02

3. Bagian Urusan Kas dan
adalah sebagai berikut

c. Jumlah Anggaran Belanja se-
telahperubahan ... Rp. 49.36.5.198.632,28

-

Perhitungan Tahun Anggaran 1gg2/19g8
:

dan Perhitungan Tahun Anggaran
bertambah dengan Rp. 2.001.091.
Rp. 6.874.385.231,7 6 diperinci se-

a. Pendapatan Urusan Kas
1982/1983 diperkirakan
851,76 sehingga menjadi
bagai berikut :

a.1. Pendapatan Rutin
sebelum Perubahan : Rp. 4.g?3.299.290,00
Bertambah . . . . - : Rp. 1.920.782.851,?6
Pendapatan Rutin setelah
Pembahan Rp.6.794.076.28L,76

a.2. Pendapatan Pemba-
ngunan sebelum pe-
rubahan....... : Rp.
Bertambah... .. : Rp. g0.3!9.000,00
Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan . Rp. g0.809.000,00

a.3. Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan
perhitungan setelah pembahan...Rp. 6.g74.8g5.231,76
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b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun- Anggaran 198-2/

1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001'091'851'76
sehingga menjadi Rp. 6.8?4.385.231,76 dan diperinci sebagqi

berikut :

b.1. Belanja iiutin se-

belum perubahan : Rp' 4.873.293.380,00 '

Bertambah : RP. 1.920.782.851'76

Belanja Rutin setelah
perub-ahan .... Rp.6'794'076231,76

b.2. Belanja Pembangunan
sebelum Pembahan: RP.
Bertambah , Eg. 80.309'000,00

Belanja Pembangunan
seblal pembahan . . Rp. 80.309'000'00

b.3. Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan setelahperubahan Rp.--6.8?4.99!3gug

4. Dengan demikian maka jumlah seluruh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
Anggaran 1982/1939 setelah perubahan adala[ .sebesar
Rp. 49.365.198.637,28 terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

Ru tin.. .... : Rp. 39.640.024.647,00
Pembangunan : RP. 9.725.173.990,28

Ju m I ah RP.49.365.198.637,28

b. BELANJA :

Rutin.... : RP.35.294.727.220,26
Pembangunan , W,
Jumlah... RP.49.365.198.637,28

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/
1983 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN
Pendapatan.. : Rp.6.874.385.231,76
Belanja. .. . . : RP. 6.874.3q!.29U6

Selisih ...... RP.

b. ANGGARANPEMBANGUNAN :

Nihil'

Pendapatan
Belanja....
Selisih

: Rp.6.874.385.231,76'T#.tf,
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Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 19?5, maka jumlah angka yang
tercantum pada lampiran A, AI/A, A.I/B dan A.II/8, adalah;umtafi
angka setelah perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja baerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 19g2/1999.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang belum disesuaikan seperti ter-
cantum di dalam diktum-diktum pada Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903.61 - 381 tanggal 13 Mei 1982 tentang
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 supaya diikuti
dan dipedomani semestinya.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd.2/1/1
tanggal 6 Januari.1979 perihal Penganggaran Proyek-Proyek Siap-
da, seperti dimaksud pada angka 2 sub b, juncto Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah, maka hoyek-Proyek
Siapda harus dianggarkan pada pasal-pasal/kode proyek yang sama
dengan menambahkan kode tertentu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 29 Januari 1988
tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1gSg.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 28 Februari 1983.

MENTERI DALAM NEGERI
AD INTERIM,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Yth. saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ringkat I Bali di Denpasar.

1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Bapak hesiden Republik Indonesia di Jakarta ;
Yth. saudara Menteri Koordinator Bidang EKUINlK6tua BAppENAS di Jakarta.
Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta.
Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

1 s/d 4 untuk diketahui.
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